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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan atau
pengancaman melalui media elektronik menurut Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal
27 ayat (4) Undang-Undang ITE dengan Nomor Perkara
239/Pid.Sus/2020/PN.PIK, yang diputus oleh Majelis Hakim bahwa
terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (4) jo 27 ayat (4) Undang-Undang 19
Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh
) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu)
bulan.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Negeri Palangka Raya, yang
memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor. 239/
Pid.Sus/2020/PN PIk dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa
yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek
non yuridis. Aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa,
dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan terhadap terdakwa. Aspek yuridis adalah pertimbangan

hakim yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan
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menarik fakta-fakta dalam proses persidangan berdasarkan keterangan
saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada. Dan aspek non
yuridis adalah aspek yang memperhatikan dari sosiologis, psikologis,
kriminologis dan filosofis. Dalam aspek ini juga memperhatikan
bagaimana tindak pidana tersebut bisa terjadi dan psikologis dari terdakwa
agar hakim bisa memberikan putusan yang adil. Selain itu dalam
menetapkan putusan yang adil untuk terdakwa, hakim juga memperhatikan
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini maka
dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus lebih
mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, unsur-unsur delik, dan
pertimbangan berat ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan
terdakwa mapun kerugian korban, sehingga menimbulkan keyakinan
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya.

2. Diaturnya alat pembuktian informasi, dokumen elektronik yang dapat
digunakan secara hukum diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan
penegakan hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi di
Indonesia, teteapi hal tersebut harus didukung dengan pengetahuan dan
keterampilan aparat penegak hukum untuk menindak tindak pidana

cybercrime.
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